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UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak 
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Hak Terkait Pasal 49 

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 


Han Pelanggaran Pasal 72 
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjaramasing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT dan atas rahmat serta hidayah-Nya, maka Penulis 
dapat menyelesaikan buku, dengan judul: DELIK-DELIK 
YANG BERADA DI LUAR KUHP.” 

Buku ini disusun guna sebagai pegangan dan 
penunjang mahasiswa dalam pencapaian standar 
kompetensi dalam perkuliahan serta untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam penyetaraan Jabatan 
Fungsional Tenaga Edukatif pada KOPERTIS Wilayah IV, 
Bandung. 

Kami sadar tulisan ini jauh dari sempurna, maka 
kritik dan saran yang membangun selalu penulis nantikan, 
guna penyempurnaan untuk penerbitan yang akan datang. 
Harapan Penulis, karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang memerlukan. 


Tangerang, Desember 2014 


Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


Perkembangan masyarakat mempunyai pengaruh 
pada perkembangan hukum yang berlaku, termasuk di 
Indonesia. Dalam hukum pidana yang umumnya diatur 
dalam KUHP, karena adanya perkembangan dalam 
masyarakat yang semakin maju/berkembang maka 
peraturan-peraturan yang ada tidak memadai lagi, maka 
dibuatlah Undang-undang baru yang lebih sesuai dengan 
perkembangan zaman. Perkembangan hukum ibarat deret 
hitung sedangkan perkembangan masyarakat ibarat deret 
ukur. 

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan perlu 
mengantisipasi dengan mengadakan  penambahan/ 
perubahan pada undang-undang yang dianggap tidak 
memadai lagi dengan cara merevisi atau membuat undang- 
undang baru yang tidak diatur dalam KUHP. Namum 
demikian Undang-undang yang dibentuk di luar KUHP 
pun, lama kelamaan karena adanya perkembangan 
masyarakat, harus diperbaharui lagi bila dianggap sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh: 
Undang-undang Narkotika pada zaman Belanda 
(Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad 1927 No.278 jo 
586) atau ordonansi Obat Bius yang diberlakukan 1 Januari 
1928, kemudian dirubah pada tahun 1976 dengan Undang- 
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undang No.9, kemudian tahun 1997 disempurnakan lagi 
dengan undang-undang No.22 Kemudian disempurnakan 
lagi menjadi UU Narkotika No 35 tahun 2009. ! 


Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam 
arti yang luas 

1. Adanya pemikiran manusia. Melalui akal dan budi 
yang diberikan oleh Tuhan YME pada manusia akan 
selalu berkembangkan dari waktu ke waktu, kondisi 
ini menyebabkan manusia senantiasa  mem- 
pergunakan pemikiran dalam segala aspek 
kehidupan. 

2. Perubahan tersebut, dipengaruhi adanya kebutuhan 
manusia. Di satu sisi manusia selalu menginginkan 
agar kebutuhannya selalu terpenuhi, tetapi kadang 
manusia tidak pernah terpuaskan. Maka kondisi 
inilah menyebabkan manusia untuk berubah. Dengan 
berbagai — usahanya, manusia akan selalu 
mengharapkan perubahan. 

3. Perubahan selalu ditentukan oleh cara hidup 
manusia, teknologi, serta komunikasi yang selalu 
mengelilingi manusia. 


Apabila dihubungkan dengan penyebab perubahan 
masyarakat dengan kondisi faktual yang mendorong 
adanya peraturan perundang-undangan di luar KUHP, 


1 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam 
Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, 
hlm.7-8. 
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karena di dalam, KUHP sebagian besar materinya masih 
merupakan produk kolonial sehingga dikhawatirkan tidak 
sesuai lagi dengan semangat dan jiwa juang bangsa 
Indonesia. Di samping itu adanya berbagai perubahan 
kehidupan masyrakat dengan kondisi faktual yang 
mendorong peraturan perundangan-undangan di luar 
KUHP. Akibat dari kemajuan teknologi informasi seperti 
adanya Internet, yang mengharuskan perlu adanya 
penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 
dengan perkembangan masyarakat. Selain itu juga, adanya 
kejahatan-kejahatan baru yang timbul sebagai akibat dari 
kemajuan teknologi informasi praktis, yang sukar untuk 
dijerat dengan hanya mendasarkan pada ketentuan 
perundang-undangan yang dibentuk dalam suasana serba 
tradisional, atau konvensional (KUHP). Walaupun KUHP 
sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan yang tengah 
dimiliki itu masih belum mampu untuk menjerat pelaku 
kejahatan yang semakin hari, semakin membahayakan 
(misalnya, tindak pidana internet). Salah satu yang 
dianggap suatu kelemahan dalam KUHP dapat ditemukan 
khususnya pada pasal 1 KUHP, yang menyebutkan bahwa 
“Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan 
dalam suatu ketentuan Undang-undang”. Nullum Delictum 
Nulla Poena lege poenali Artinya, pasal ini menegaskan 
seseorang tidak dapat dijatuhi pidana bilamana perbuatan 
yang dilakukan tersebut belum diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana. 
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Rumusan nullum delictum ini berasal dari Von 
Feuerbach, yang dimaksudkannya adalah supaya larangan- 
larangan dan ancaman-ancaman pidana itu ditentukan 
terlebih dahulu secara terang, sehingga orang tahu bahwa 
sesuatu perbuatan adalah terlarang dan pada barang siapa 
yang melakukannya sudah jelas pula apakah pidana yang 
akan diterimannya. 

Dengan asas legalitas ini dimaksudkan lebih lanjut 
bahwa: 

(1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum 
dinyatakan dalam satu aturan undang-undang: 

(2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak 
boleh digunakan analogi: 

(3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku 
mundur/ surut (asas retroaktif). 


Mengenai pengertian yang pertama, bahwa terlebih 
dahulu harus ada aturan undang-undang, jadi aturan 
hukum yang tertulis, juga disebutkan dengan jelas dalam 
pasal 1 ayat 1 K. U. H. P. :” Tiada suatu perbuatan dapat 
dipidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam 
perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”. 
Rumusan demikian ini tegas menyebutkan atas kekuatan 
suatu aturan pidana dalam perundang-undangan, jadi 
aturan hukum yang tertulis, sebagai terjemahan dari 
wettelijke strafbepaling, menimbulkan beberapa soal hukum. 
Dengan adanya ketentuan ini maka delik-delik adat lalu 
tidak dapat dipidana, sebab disitu tidak ditentukan dengan 
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aturan yang tertulis. ? Padahal hukum yang tidak tertulis 
ini di dalam masyarakat di Indonesia, merupakan hukum 
yang mempunyai peranan penting. Demikian pula di 
Indonesia tidak sepenuhnya menganut asas legalitas. 
Buktinya kita dapat melihat adanya Undang-undang 
Pemberantasan Terorisme yang menganut asas Retroaktif 
Sebagaimana kita ketahui bersama terjadinya peristiwa 
bom Bali yang menewaskan kurang lebih 200 orang, lalu 
lahirlah UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
Azasnya adalah asas Retroaktip (UU berlaku surut) 
kebalikan dari Azas Legalitas yang ada di dalam KUHP. 

Tentunya hal ini menjadi perhatian untuk melakukan 
pembaruan terhadap hukum pidana (KUHP). Sebelumnya 
kita lihat terlebih dahulu Pasal 1 (ayat 1) KUHP. Pada 
dasarnya larangan berlaku surut dalam undang-undang 
hukum pidana dilatarbelakangi oleh ide perlindungan 
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, 
prinsip ini pun tercantum dalam Pasal 11 Universal 
Declaration of human right (UDHR), dan Pasal 15 ayat (1) 
International Convention civil and political right ICCPR), serta 
Pasal 22 ayat (1) status Roma Tentang International Criminal 
Court (ICC). 

Secara sosiologis KUHP (WvS) tidak mencerminkan 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia pada 
saat ini. Ini tentunya bertentangan dengan masalah 


2  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana Dua 
Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981, 
hlm.42 
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kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem 
kapitalisme, dan liberal. Sementara bangsa Indonesia 
berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan. Dari sinilah 
terlihat KUHP sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan di 
negara kita. 

Masalah pertanggungjawaban pidana, terhadap 
seseorang pelaku didasarkan kepada pemikiran asas 
keseimbangan (Mono-dualistik) Dalam hal ini konsep 
pemandangan bahwa asas kesalahan (Culpa bilitas) 
merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus 
dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Dalam 
Konsep, walaupun pada prinsipnya bertolak dari 
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan 
(Liability based on fault), namun hal-hal tertentu konsep juga 
memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawabkan 
yang sangat ketat (Strict liability). 

Pertanggung-jawaban pidana berdasarkan kesalahan, 
terutama didasarkan pada perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja (Dolus), dapat dipidananya delik culpa 
hanya bersifat perkecualian (Eksepsional) apabila ditentukan 
secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertang- 
gungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu 
tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat 
ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa 
apabila ia sepantasnya sudah dapat mendukung 
kemungkinan terjadinya akibat itu, atau apabila sekurang- 
kurangnya ada kealpaan. Jadi pada dasarnya konsep tidak 
menganut doktrin “erfolghaftung” (Doktrin menanggung 
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akibat) secara murni, akan tetapi tetap diorientasikan pada 
asas kesalahan. Dalam hal ada kesesatan (error) baik Error 
fati, maupun error iuris. Dalam hal ini konsep berpendirian 
bahwa pada prinsipnya, bilamana pelaku tidak dapat 
dipertanggungjawabkan maka ia, tidak dapat dipidana. 
Namun demikian, apabila kesesatannya itu patut untuk 
dipersalahkan kepadanya maka pelaku tetap dipidana. 

Menurut Vos, bentuk Prevensi umum yang paling 
lama berwujud pidana, mengandung sifat menjerakan atau 
mengandung sifat menakutkan dengan pelaksanaannya di 
depan umum yang mengharapkan sugestive terhadap 
anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan 
kejahatan lagi. Agar masyarakat ditakutkan, teori ini 
memandang pidana sebagai yang terpaksa perlu dilakukan 
“Noodzakelijk” demi untuk mempertahankan ketertiban 
masyarakat (ultimum remedium). 

Teori ini dapat dibagi menjadi: afschrikings theorieen, 
yang bertujuan untuk membuat jera semua orang (warga 
masyarakat) agar mereka itu tidak melakukan kejahatan- 
kejahatan, dan De leer Van de psicologis, bahwa ancaman 
hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk 
melakukan kejahatan-kejahatan, yaitu apabila orang 
menyadari bahwa karena telah melakukakan kejahatan- 
kejahatan mereka pasti akan dipidana. Maka mereka dapat 
meninggalkan niat mereka untuk melakukan kejahatan. 
Prevensi umum untuk tujuan umum menekankan bahwa 
tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban 
masyarakat dari gangguan penjahat. 
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Dengan demikian pelaku kejahatan, diharapkan oleh 
anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak 
pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dimaksudkan untuk 
menakut-nakuti anggota masyarakat. Sementara teori 
tujuan khusus (bijondere preventive atau Specialiale preventie) 
mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah pelaku 
tindak pidana dalam mengulangi lagi kejahatannya, 
dengan memperbaikinya. Dalam pencegahan ini, yang 
diperbaiki adalah penjahatnya itu sendiri. 

Menurut Van Hamel, tujuan pidana itu di samping 
mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga 
mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan 
(Afchrikking), memperbaiki (Verbetering), dan untuk 
kejahatan tertentu harus dibinasakan (Onschadelijkmaking). 
Dalam hal ini, Grolman mengatakan bahwa tujuan dari 
pidana itu untuk melindungi masyarakat, dengan 
membuat penjahatnya tidak berbahaya, atau membuatnya 
menjadi jera. 

Hukum pidana di luar KUHP memang 
diperkenankan, secara kwantitatif jumlahnya tidak sedikit. 
Hal ini dapat kita hubungkan dengan KUHP melalui pasal 
103 KUHP. Ketentuan dalam Bab I- Bab VIII (titel 1 - titel 
VIII buku I KUHP juga diberlakukan bagi perbuatan- 
perbuatan yang oleh ketentuan perundangan lainnya 
diancam pidana kecuali jika undang-undang menentukan 
lain tersebut). 

Sebagaimana telah disebut di muka bahwa Undang- 
undang yang ada di luar KUHP kadang-kadang 
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mengandung suatu penyimpangan, perubahan, suatu 
tambahan dan perluasan terhadap ketentuan-ketentuan 
dalam KUHP, bahkan memberikan landasan dan pengaruh 
pula kepada perkembangan ilmu hukum dan 
jurisprudensi. Namun hal tersebut di atas tak boleh 
menggoyahkan azas yang erat dengan “Rule Of Law” yaitu 
azas legalitas dalam hukum pidana. “Nullum delictum nulla 
poena sine praevia lege poenali” (“Tidak suatu perbuatan 
dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam 
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan 
itu dilakukan”). 
Menurut Tresna: Azas legalitas bermakna 2 kepastian 
hukum. 
1. Undang hanya berlaku kedepan dan tidak berlaku 
surut. 
2. Sumber hukum pidana tiada lain dari Undang- 
undang (dalam arti luas). 


Hubungan tindak pidana di luar KUHP dengan 
KUHP adalah suatu kualifikasi bahwa hukum pidana yang 
seharusnya semua tindak pidana dimasukan ke dalam 
kodifikasi (KUHP), tapi hal itu tidak dimungkinkan karena 
selalu timbul  perbuatan-perbuatan yang karena 
perkembangan zaman yang tadinya bukan tidak pidana , 
dapat berubah menjadi suatu tindak pidana (kriminalisasi) 
begitu pula kebalikannya yang tadinya suatu perbuatan 
merupakan suatu tindak pidana karena adanya 
perkembangan zaman berubah menjadi bukan tindak 
pidana lagi. Sebagai contoh, masalah keluarga berencana , 
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Pencurian listrik, pencurian bensin yang ada di dalam 
mobil yang dipinjam tidak meminta izin. 

Sebagaimana telah dijelaskan di muka KUHP dalam 
buku Ke I terdapat bagian yang disebut aturan umum, 
yang memuat azas-azas hukum pidana, pada umumnya 
berlaku bagi seluruh bidang hukum pidana positif, baik 
yang dimuat dalam KUHP maupun peraturan perundang- 
undangan luar KUHP dasarnya ada pada pasal 103 KUHP 
(aturan penutup). Dalam buku I KUHP dinyatakan bahwa: 
Ketentuan Bab I-Bab VIII (Buku I) juga berlaku bagi 
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan lainnya diancam pidana kecuali jika 
oleh undang-undang tertentu menentukan lain. Jadi semua 
tidak pidana di luar KUHP berlaku ketentuan umum yang 
dimuat dalam buku I KUHP seperti disebut di atas, kecuali 
apabila ada peraturan khusus“Lex Specialis Derogat Lex 
Generalis”. (Peraturan Khusus mengalahkan Peraturan 
Umum). 


Pengertian Pembagian Hukum Pidana 

1. Van Poelje 
Dipakai kriteria bahwa semua hukum pidana yang 
bukan hukum pidana militer adalah hukum pidana 
umum. Pidana khusus adalah hukum militer. 

2.  Scholten 
Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang 
berlaku umum. 
Hukum Pidana Khusus ialah hukum pidana yang 
tercantum di dalam perundang-undangan yang 
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bukan hukum pidana tetapi bersanksi pidana 
(termasuk hukum pidana pemerintahan) 

Contoh: UU Pokok Perkawinan, UU Ketentuan 
umum perpajakan, UU Zona Ekonomi Ekslusif, UU 
Pokok Tenaga Atom dll. 


Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak 
pidana di luar KUHP berbeda dengan KUHP, selain 
mengatur segi-segi hukum materiil (perumusan tindak 
pidana, macam-macam pidana dll) kadang juga mengatur 
secara khusus tentang segi-segi hukum pidana formil yaitu: 
bagaimana cara melaksanakan hukum pidana material 
yaitu pengusutan, penuntutan, mengadili perkara dll tapi 
sebagian besar masih mengacu kepada Kuhap. 

Adanya ketentuan mengenai hukum pidana khusus 
di luar KUHP merupakan perluasan secara kuantitatif 
mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 
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BAB II 
DELIK-DELIK YANG ADA 
DI LUAR KUHP 


1. TINDAK PIDANA TERHADAP HAM (UNDANG- 
UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK 
ASASI MANUSIA) 

Pancasila sebagai dasar negara mengandung 
pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha 
Esa dengan menyandang dua aspek, yakni: aspek 
individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas bermasyarakat 
(bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang 
dibatasi oleh Hak Asasi orang lain, berarti bahwa setiap 
orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati 
hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap 
organisasi bagi tataran manapun terutama negara dan 
pemerintah, dengan demikian, negara dan pemerintah 
bertanggung jawab untuk menghormati, membela dan 
menjamin hak asasi manusia setiap organ negara dan 
penduduknya tanpa diskriminasi. 

Kebebasan dasar dan hak-hak yang disebut Hak 
Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati 
sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak 
dapat diingkari. pengingkaran terhadap hak tersebut 
berarti mengingkari martabat kemanusiaan, oleh karena itu 
negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban 
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kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi 
Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti 
bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak 
dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, 
tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjiwai 
keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama 
berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara 
dalam hukum dan pemerintahan. Hak atas kebendaan dan 
kehidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk 
beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak 
untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

Di dalam sejarah bangsa Indonesia tercatat berbagai 
penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang 
disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas 
dasar eknik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, 
golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku 
tidak adil dan dikriminatif tersebut merupakan 
pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal 
(dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau 
sebaliknya) dan tidak sedikit yang masuk dalam katagori 
hak asasi manusia yang berat . 

Selama lebih 60 tahun usia Republik Indonesia, 
pelaksanaan kehormatan, perlindungan, atau pengakuan 
hak asasi manusia masih kurang memuaskan. Hal ini dapat 
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kita lihat dari kejadian berupa penangkapan yang tidak 
sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan 
paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal 
dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta 
keluarganya selain itu terjadi pula penyalah-gunaan 
kekuasaan oleh oknum pejabat publik dan oknum aparat 
negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, 
pemeliharaan keamanan, perlindungan rakyat tetapi justru 
mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa/ 
menghilangkan nyawa. 

Secara keseluruhan kita dapat melihat adanya suatu 
kemajuan yang berarti dalam pelaksanaan hak asasi 
manusia di Indonesia, akan tetapi kita harus tetap 
mengakui adanya beberapa persoalan yang belum dapat 
terselesaikan secara tuntas. Masih terus berlangsungnya 
kekerasan dan gejolak sosial di beberapa daerah di 
Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah yang 
harus segera dituntaskan oleh Pemerintah. Jika kekerasan 
masih terus terjadi maka hal ini akan sangat mengganggu 
upaya-upaya pemerintah dalam perbaikan hak asasi 
manusia di Indonesia. Dalam hal ini diperlukan adanya 
itikad baik dan keseriusan dari Pemerintah bersama-sama 
dengan seluruh anggota masyarakat untuk dapat 
mengatasi permasalahan tersebut. 

Kasus-kasus berat pelanggaran hak asasi manusia 
yang selama ini belum semua tertangani dengan baik oleh 
oknum aparat penegak hukum, seperti kasus kerusuhan 
Mei 1998, kasus pembunuhan para "dukun santet" di 
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berbagai daerah beberapa tahun lalu, kasus penembakan 
para mahasiswa serta berbagai kasus lainnya. Di samping 
itu, diperlukan adanya kode etik bagi penyelenggara 
negara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, 
karena kode etik tersebut sangat erat kaitannya dengan 
sikap mental bangsa. Dengan adanya kode etik tersebut, 
oknum aparat penyelenggara negara tidak sewenang- 
wenang merampas hak rakyat, dan tindakan tegas harus 
diterapkan terhadap oknum aparat penyelenggara negara 
yang melanggar kode etik tersebut. 

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai 
dasar negara mengandung pengertian bahwa manusia 
diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang 
dua aspek, yakni: aspek individualitas (pribadi) dan aspek 
sosialitas bermasyarakat (bermasyarakat). Oleh karena itu 
kebebasan setiap orang dibatasi oleh Hak asasi orang lain, 
berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban 
mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. 
Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi bagi 
tataran manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan 
demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab 
untuk menghormati, membela dan menjamin hak asasi 
manusia setiap organ negara dan penduduknya. 

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, 
tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjiwai 
keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama 
berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara 
dalam hukum dan pemerintahan, hak atas kebendaan dan 
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kehidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk 
beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak 
untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

Berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan 
sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan 
diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit budaya, 
bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial 
lainnya. Perilaku tidak adil dan dikriminatif tersebut 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang 
bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap 
warga negara atau sebaliknya) dan tidak sedikit yang 
masuk dalam katagori pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat. Secara keseluruhan kita dapat melihat adanya suatu 
kemajuan yang berarti dalam pelaksanaan hak asasi 
manusia di Indonesia, akan tetapi kita harus tetap 
mengakui adanya beberapa persoalan yang belum dapat 
terselesaikan secara tuntas. Sebagai bagian dari penegakan 
hukum dan keadilan secara umum, maka Pemerintah 
diharapkan untuk tidak membiarkan kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat diampuni begitu 
saja (impunity), dan menyelesaikan permasalahan tersebut 
sampai ke tingkat pengadilan, sehingga dapat benar-benar 
tercapai kepastian hukum, kebenaran dan keadilan bagi 
masyarakat. Karena pemberian perlakuan yang istimewa 
dan memihak terhadap pelanggar hak asasi manusia akan 
berarti pembenaran bagi pelanggaran-pelanggaran hak 
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asasi manusia, dan pada tindakan pelanggaran hak asasi 
manusia berikutnya mungkin terulang kembali. 

Selain itu, Pemerintah juga diharapkan tanggap 
terhadap ketidakpuasan dikalangan masyarakat tentang 
"impunity" tersebut dan mengupayakan penyelesaian yang 
terbaik terhadap kasus-kasus berat pelanggaran hak asasi 
manusia yang selama setahun terakhir ini belum tertangani 
dengan baik oleh aparat penegak hukum, seperti kasus 
kerusuhan Mei 1998, kasus pembunuhan para "dukun 
santet" di berbagai daerah tahun beberapa tahun lalu, kasus 
penembakan para mahasiswa, Peristiwa Trisakti, Peristiwa 
Semangi, Kasus Munir, kasus orang hilang, pelanggaran 
HAM di Papua, serta berbagai kasus lainnya 

Aktivis HAM dan anti korupsi dilaporkan menerima 
pesan ancaman dan intimidasi lainnya dari sumber tak 
dikenal. Tahun 2009, pemerintah membatalkan perjanjian 
kehadiran ICRC dan menangguhkan kunjungan ICRC ke 
penjara termasuk pertemuan rahasia dengan narapidana di 
seluruh negeri. Kunjungan ini memperbolehkan ICRC 
berkunjung ke Papua dan melaksanakan serangkaian 
aktivitas terbatas (seperti memberikan pelatihan untuk 
militer dan polisi, pengembangan kurikulum sekolah, dan 
pemberian bantuan sanitasi/teknis ke penjara). Sejumlah 
badan independen yang berafiliasi dengan pemerintah 
menyampaikan masalah HAM, termasuk Komisi 
Ombudsman Nasional, Komisi Nasional Perempuan 
(Komnas Perempuan), dan Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM). Publik umumnya memercayai 


Delik-delik yang Berada di Luar KUHP |17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com , 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


